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 ABSTRAK  
 
Nama  : Riswanto 
NIM  : 10400114233 
Fak/Jurusan  : Syari’ah dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul :Tinjauan Kepastian Hukum Penerapan Pasal 263 ayat 1 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku 
melakukan tindak kejahatan memalsukan surat, serta mengetahui penerapan pasal 
263 ayat 1 KUHP terhadap perkara membuat surat palsu (studi kasus putusan 
No.91/Pid.B/2016/PN.Snj). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio yuridis (sosio legal 
research) atau hukum sosiologis. Dalam pengumpulan data digunakan dua macam 
teknik penelitian yaitu: wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data 
primer dan sekunder. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah teknik analisis 
data secara kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, selanjutnya 
analisis dalam penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: (1) Faktor-faktor terjadinya tindak 
pidana pemalsuan surat pada perkara No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai berdasarkan 
fakta-fakta hukum, keterangan terdakwa, dan hasil wawancara dengan Hakim 
yang menangani kasus tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi. (2) Penerapan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada perkara 
No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik 
keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian 
dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat 
yaitu menjerat terdakwa dengan pasal 263 ayat (1) KUHP. Sebab semua unsur 

















A.  Latar Belakang 
 Manusia dilahirkan berbeda antara satu dengan yang lainnya dari segi fisik, 
non fisik, budaya, adat kebiasaan, bahasa, tujuan hidup dan lain-lain. Keragaman 
manusia tersebut seringkali menimbulkan konflik di antara mereka dalam 
interaksinya. 
 Untuk menghindari pertentangan atau konflik dalam masyarakat maka 
dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan 
individu lainnya, antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat 
lainnya. Oleh karena itu, di seluruh aspek kehidupan manusia ditetapkan aturan-
aturan (hukum) yang mengatur tingkah laku manusia.
1
     
 Dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang 
memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum 
umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sikap 
melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat 
umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti 
mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus 
biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat 
melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu 
perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan 
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undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai 
bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. 
 Sudarto ahli hukum pidana, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum 
yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-
perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal 
ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal 
pokok,yaitu: 
1. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam 
pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini 
seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para 
penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang 
dapat dipidana. 
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima 
oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam 
hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi 
juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.
2
    
 Salah satu perbuatan pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat yaitu 
pemalsuan surat yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. 
Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan 
hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi-isi 
surat tersebut.  
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 Perbuatan memalsu materai merupakan tindakan melawan hukum, termasuk 
dalam kategori kejahatan menipu. Sedangkan perbuatan menipu bertentangan 
dengan ajaran agama. Dijelaskan pada QS Al-Baqarah 2 : 9 yang berbunyi: 
 َنوخرخعْشَي اَمَو ْم خهَسخف َْنأ َّلَِّإ َنوخعَدَْيُ اَمَو اوخنَمآ َنيِذَّلاَو َهَّللا َنوخعِدَا خيُ 
Terjemahnya: 
Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka 
hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.
3
 
 Pemalsuan surat dalam pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, 
masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur 
perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan 
memalsu surat. Sementara pemalsuan surat ayat (2) disebut dengan pemakai surat 
palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua tindak pidana tersebut saling 
berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos 
dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak 
sama. 
Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan diatas, penulis hanya 
memfokuskan pada penerapan pasal 263 ayat (1). Maka judul yang penulis pilih 
adalah “Tinjauan kriminologi dalam penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP 
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B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penilitian ini yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus 
yakni pada penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP terhadap perkara membuat surat 
palsu studi kasus putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Snj kasus yang ada di Pengadilan 
Negeri Sinjai dan faktor apa yang menyebabkan sehingga pelaku melakukan 
kejahatan tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
1. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga pelaku perkara putusan 
No.91/Pid.B/2016/PN.Snj melakukan kejahatan membuat surat palsu? 
2. Apakah penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP terhadap perkara membuat 
surat palsu dalam perkara putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Snj telah sesuai 
dengan KUHAP ? 
D. Tujuaan dan kegunaan penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pelaku perkara putusan 
No.91/Pid.B/2016/PN.Snj melakukan kejahatan membuat surat palsu 
b. Untuk mengetahui apakah penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP terhadap 
perkara membuat surat palsu dalam perkara putusan 







2. Kegunaan Penelitian. 
a. Kegunaan Teoritik  
Secara teoritik di harapkan penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai referensi dan penulisan ini dapat memberikan ilmu 
pengetahuan, terutama disiplin ilmu hukum pidana. Dan dapat melatih 
dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum 
yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi 
terutama dalam tindak pidana pemalsuan surat. 
b. Kegunaan Praktis 
Melalui penelitian ini maka diharapkan pula dapat memberikan 
sumbangsi pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak 
hukum untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), 
dan perilaku (behavior) dalam penanganan perkara tindak pidana 
membuat surat palsu. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan 
kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana 
pemalsuan surat. 
E. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. 
Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang 





Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai 
berikut: 
Adami Chazawi, menjelaskan tentang pemalsuan dan macam-macam bentuk 
pemalsuan, hukum pidana, pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan 
ruang lingkup berlakunya hukum pidana. 
Indah Sri Utami, menjelaskan tentang pengertian kriminologi, kejahatan 
dalam prespektif kriminologi, aliran-aliran dalam kriminologi, teori-teori dalam 
krimonologi, dan metode penelitian kriminologi.  
Teguh Prasetyo, menjelaskan tentang hukum pidana, pembagian hukum 
pidana, sejarah hukum pidana, tindak pidana, asas-asas dalam hukum pidana, sifat 
melawan hukum, jenis-jenis hukuman. 
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, menjelaskan mengenai apa itu hukum 
pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subjek dari tindak pidana, dan 
pengertian pemalsuan. 
Empat rujukan diatas hanyalah beberapa rujukan buku yang dimasukkan, 
dalam penelitian ini penulis memakai banyak literatur buku yang banyak 










A. Tinjauan Kriminologi 
Pertanyaan mendasar yang selalu diajukan dan sulit untuk dijawab adalah 
kapan tepatnya manusia mulai mempelajari kejahatan dan apakah setiap 
mempelajari kejahatan sama dengan mempelajari kriminologi. Pertanyaan 
tersebut berlanjut dengan pertanyaan yang lazim berikutnya tentang siapa yang 
mencetuskan kriminologi pertama kali dan kenapa manusia perlu mempelajari 
kriminologi khususnya mahasiswa hukum.
1
 
Untuk memahami arti dan tujuan kriminologi, perlu ditelusuri kembali awal 
studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan pada 
sekitar pertengahan abad ke-19. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe 
Quetelet yang menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau “moral statistic”. 
Penyelidikan berikutnya dilakukan Lombroso yang kemudian disusun dalam 
sebuah buku dengan judul L’Uomodelinguente. 
Bertitik tolak dari dua karya agung dilapangan kriminologi diatas, penulis 
mencoba mengemukakan suatu analisis sementara sebagai berikut: 
1. Bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang 
kejahatan merupakan sesuatu yang tidak disengaja. 
2. Bahwa penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula 
hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya studi tentang kejahatan. 
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Bahwa lahirnya sebagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an 
dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti 




Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada 
tahun 1885 dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, antropog 
Perancis Topinard Paulus juga m,enggunakan istilah Perancis criminologie untuk 
maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi (berasal dari bahasa latin 
crimen; dan Yunani-logia) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, 
penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri 
individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan 
demikian, cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, 
tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi 
sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-
kebijakan pemerintah di berbagai bidang. 
Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, 
menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap 
kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan 
bentuk kejahatan diatas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran 
mengenai penyebab akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu 
maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; 
termasuk didalamnya sebagai kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan 
                                                          
2
 Romli Atmasasmita,, Teori dan Kapita Selekta Kriminologii, (Cet. 4; Bandung: PT 
Redaksi Refika, 2013), h. 15-16 
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hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya 
pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal 
maupun formil baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara 
keseluruhan.
3
   
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan. BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, 
Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? 
Apakah ada hubungannya suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejalah masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini 
adalah sampai dimanana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat 
dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang 
sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.  
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 Indah Sri Utari,, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, (Cet. 2; Semarang: PT Thafa 
Media, 2012), h. 1-2 
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Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa: 
1. Higiene Kriminil : Usaha yang bertujan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
merapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang 
dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
2. Politik Kriminil : Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 
telah terjadi. Disini dilihat sebab seorang melakukan kejahatan bila 
disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah 
meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 
semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
3. Kriminalistik (Policie Scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan penyusutan kejahatan.
4
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap 
penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada 
hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang 
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Peraturan yang dilanggar itu, dapat digolongkan jadi perdata, administrasi dan 
pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau 
penyelenggara dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana, 
yang dalam bahasa inggris, disebut dengan criminal act atau a criminal offense, 
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 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa , Kriminologi(Cet. 15; Jakarta: PT.Rajagrafindo 
Persada, 2015), h. 9-10 
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sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan strafbar feit artinya adalah 
perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.
5
 
 Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang terdiri dari 3 buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum 
pidana, Buku II mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak 
pidana pelanggaran. 
Seperti apa yang diterangkan dalam Memorie van Toelichting (MvT), 
pembedaan dan pengelompokkan tindak pidana menjadi kejahatan (misdrijven) 
dan pelanggaran (overtredingen) didasarkan pada poemikiran bahwa: 
a. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang 
pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang 
karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang 
perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam UU. 
b. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat yang 




Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat 
bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau 
dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk 
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 Rodliyah,Salim , Hukum Pidana Khusus(Cet. 1; Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 
2017), h. 11 
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membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah 
perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.
7
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setelah penjabaran definisi tindak pidana diatas, maka di dalam tindak pidana 
tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
8
 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 489 
KUHP. 
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 




                                                          
7
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Cet. 1; Bandung: PT 
Refika Aditama, 2011), h. 100 
8
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015)  h. 50-51 
13 
 
b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan 
dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) 
KUHP. 
3) KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Macam-
macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340  
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. 




a. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hokum (melawan hukum); 
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; 
5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
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Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia…, h. 98-99 
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b. Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak 
pidana meliputi: 
1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; 
3) Perbuatan itu dianggap melwan hukum; 
4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 
5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
c. Menurut Simons10, unsur tindak pidana adalah adanya unsur objektif dan 
unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 
1) Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 
perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 
itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau "di muka umum". 
2) Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, 
adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan 
kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 
perbuatan-perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
d. Menurut11 R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3) Diadakan tindakan penghukuman. 
e. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
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Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, {Cet. 
1; Jakarta: Kencana, 2014), h. 39-40 
11
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),  h. 80 
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1) Kelakuan manusia; 
2) Diancam dengan pidana; 
3) Dalam peraturan perundang-undangan. 
f. Menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum; 
2) Bertentangan dengan hukum; 
3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.12 
3. Subjek dari Tindak Pidana 
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa unsur tindak pidana itu adalah 
perbuatan orang/manusia, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu 
manusia. Ini dapat di simpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
13
 
Pertama, rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: 
“barangsiapa yang…” Kata barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada 
“orang”. 
Kedua, dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat 
dikenakan kepada tindak pidana. Yang pada dasarnaya jenis-jenis pidana tersebut 
hanya bisa dikenakan kepada manusia. 
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 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, (Cet. 1; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 166-167 
13
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi . Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, {Cet. 
1; Jakarta: Kencana, 2014), h. 50 
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Ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang 
dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang 
dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. 
Keempat, pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan 
itu merupakan sikap dalam batin manusia. 
Tetapi dalam perkembangannya, subjek dari tindak pidana ini tidak saja 
manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. 
Jadi, Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani 
tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dapat dirumuskan dalam undang-
undang pidana. Pembentuk KUHPidana berpandangan bahwa hanya manusia atau 
pribadi alamiah (Belanda: natuurlijk person; Inggris: natural person) saja yang 
dapat sibebani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakna 
subjek tindak pidana dalam KUHPidana.
14
 
4. Jenis-jenis Tindak Pidana 




a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam 
buku II dan pelnggaran (overtrendingen) dimuat dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel 
delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten); 
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 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Cet. 3; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), h. 82 
15
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),h. 121 
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c. Bardasrkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan anatara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose 
delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi komis (delicta 
commissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung lama/berlangsung terus; 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 
tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki 
kualitas pribadi tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 
antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht 
delicten); 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang 




j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusiilaan dan 
lain sebagainya; 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 
antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 
berangkai (samengestelde delicten). 
5. Waktu dan Tempat Tindak Pidana 
Dari apa yang telah dibicaran tentang tindak pidana sebelumnya, tempat dan 
waktu tindak pidana tidak disebut-sebut sebagai unsur tindak pidana walaupun 
pada kenyataannya ada juga di sebagian kecil rumusan tindak pidana tertentu di 
mana mengenai hal waktu dan tempat itu menjadi unsur, baik disebagian unsur 
yang memberatkan, misalnya waktu malam dalam sebuah kediaman (363 ayat 2 
sub 3), atau pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan 
sebagainya (363 ayat 1 sub 2), atau sebagai unsur pokok, misalnya: waktu perang 
(127), di muka umum (281, 282, 532), ditempat lalu lintas umum (533), berada 
dijalan umum (536), dijalan umum (544 (1)). 
Pada kenyataannya memang ada di sebagian tindak pidana, mengenai waktu 
dan atau tempat menjadi unsur yang dicantumkan dalam rumusan. Di luar hal itu, 
waktu dan tempat tindak pidana ini menjadi hal sangat penting dalam hal praktik 
pidana sejak penyidikan, penuntutan dan persidanagan di pengadilan, selain 
penting dalam hubungannya dengan beberapa ketentuan umum dalam KUHP. 
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Dalam pasal 143 KUHP, syarat dan materil surat dakwaan harus berisi secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan, yang jika syarat itu tidak dipenuhi 
maka surat dakwaan itu terancam batal demi hukum (143 ayat 3 KUHAP). 
Dalam praktik hukum pidana perihal waktu dan tempat tindak pidana, juga 
penting bagi tersangka atau terdakwa dan penasihat hukummya dalam hal 




Untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya 
sesuatu tindak pidana itu biasanya adalah tidak demikian mudah, oleh karena 
kenyataan menunjukkan bahwa setiap tindak pidana itu pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan manusia, dimana untuk melakukan tindakannya 
tersebut seringkali orang telah menggunakan alat-alat yang dapat bekerja atau 
dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan 
tempat di mana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. 
Undang-undang sendiri telah tidak membiarkan sesuatu penjelasan mengenai 
waktu dan tempat yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya 
sesuatu tindak pidana akan tetapi dari keterangan pemerintah dapat diketahui 
bahwa pemerintah telah memandang sebagai locus delicti atau tempat 
dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah tempat di mana seorang pelaku itu 
                                                          
16




telah melakukan kejahatannya dan bukan tempat diamna perbuatan dari pelaku 
tersebut telah menimbulkan suatu akibat
17
 
Dari sudut faktual atau kenyataannya, ada benarnya jika kita berpendapat 
bahwa pada dasarnya waktu dan tempat tindak pidana adalah seluruh waktu dan 
tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Persoalannya dari sejak kapan, dan 
dimulai dari tempat yamg mana, kapankah berakhirnya, dan di tempat yang mana 
berakhirnya? Dalam hal untuk menjawab persoalan yang demikian, ada beberapa 
teori, yakni: 
a. Teori perbuatan jasmani atau perbuatan materil (leer van het material feit); 
b. Teori alat (leer van het instrument); 
c. Teori akibat (leer van het gevolg).18 
C. Pemalsuan Surat 
1. Pemalsuan 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem 
ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesungguhnya bertentangan 
dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis 
pelanggaran terhadap dua norma dasar:
19
 
1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 
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 P.A.F. Laminatang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Cet. 5; Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2013), h. 228-229 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 140 
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 Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, {Cet. 
1; Jakarta: Kencana, 2014, h. 173 
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2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat 
2. Jenis-Jenis Pemalsuan dalam KUHP 
Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan 
menjadi 4 golongan, yakni: 
a. Sumpah Palsu (Bab IX)20 
Meineed en valschheid in verklaringen atau sumpah palsu dan keterangan 
palsu judul Bab XI buku II KUHP, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 242 dan 243. 
Berhubung pasal 243 telah dihapus melalui Stb. 1931 No. 240, maka tinggal 
ketentuan pasal 242. 
Kejahatan sumpah palsu adalah yang melarang orang yang dalam keadaan 
tertentu diharuskan oleh UU untuk memberikan keterangan di atas sumpah atau 
mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan palsu, baik keterangan 
ini disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu. 
Keterangan di atas sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh 
seseorang yang sebelum ia mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya 
akan memberikan keterangan yang sebenarnya, atau memberikan keterangan yang 
kemudian dikuatkan dengan suatu sumpah. Bila ternyata keterangan yang sengaja 
diberikan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, disebut dengan sumpah 
palsu. Bukan sumpahnya yang palsu, sumpahnya tetap, sah dan benar, akan tetapi 
yang tidak benar adalah isi keterangannya. 
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 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2002), h. 7-16 
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Sumpah palsu dinilai sebagai merusak/penyerangan terhadap jaminan 
kepercayaan akan kebenaran keterangan diatas sumpah yang demikian. Adapun 
dibawah ini yang macam-macam kejahatan sumpah palsu adalah: 
1) Dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas 
sumpah; 
2) Mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah; 
a) Sumpah yang diminta oleh salah satu pihak pada pihak lawannya. 
b) Sumpah yang diminta hakim pada salah satu pihak. 
3) Perbuatan memberikan keterangan di atas sumpah; 
4) Denganlisan atau dengan tulisan; 
5) Secara pribadi atau oleh seorang kuasanya; 
6) Isi keterangan: berupa keterangan palsu. 
b. Pemalsuan Uang (Bab X)21 
Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang 
kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap 
kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran 
yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. 
Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum 
masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. 
Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam pasal 244 
s/d 252 KUHP, ditambah pasal 250 bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb tahun 
1938 nomor 593. Diantara pasal-pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang 
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Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2002),,. h. 21-55 
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kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, adalah dibawah ini macam-
macam kejahatan pemalsuan uang sebagai berikut: 
1) Meniru dan memalsukan uang (pasal 244); 
2) Mengedarkan uang palsu (pasal 245); 
3) Merusak uang (pasal 246); 
4) Mengedarkan uang rusak (pasal 247); 
5) Mengedarkan uang palsu yang lain dari pasal 245, 247 (pasal 249); 
6) Membuat atau mempunyai persediaan benda atau bahan untuk memalsu 
uang (pasal 250); 
7) Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang (pasal 251). 
Kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas dalam UU No. 1 tahun 
1946 jo UU No. 73 tahun 1958 tersebut berbeda secara prinsip mengenai 
kejahatan mata uang dan uang kertas dalam KUHP. Perbedaan itu adalah bagi 
kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP menitikberatkan pada larangan meniru, 
memalsu dan merusak uang kertas atau mata uang. Sedangkan kejahatan 
mengenai uang dalam UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958 itu adalah 
menitikberatkan pada perbuatan membikin alat pembayaran lainnya selain alat 
pembayaran sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 
c. Pemalsuan Merek (Bab XI) 
Istilah merek (merken) dalam kejahatan pemalsuan merek ini 
pengertiannya terbatas pada merek atau tanda atau cap pada benda-benda emas 
dan perak, dan tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan sebagai alat 
ukur, alat timbang dan alat penakar (benda-benda tera), serta tanda atau cap yang 
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diharuskan atau dibolehkan UU dilekatkan pada benda tertentu atau bungkusnya, 
dan tidak termasuk merek dagang dan merek jasa sebagaiman yang dimaksudkan 
dan diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek (yang diubah dengan 
UU No. 14 Tahun 1997).
22
 
Pemalsuan merek adalah tindakan/perbuatan seseorang 
menempel/menuliskan suatu merek terhadap barang/hasil industri padahal merek 
tersebut bukan buatan/produk seperti yang tertera dalam isi/materi seperti yang 
disebutkan pada merek/tulisan/bungkus barang tersebut.
23
 
Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek atau tanda, 
diatur dalam pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP, dibawah ini macam-
macam kejahatan pemalsuan merek sebagai berikut: 
1) Memenuhi benda emas dan perak dengan merek yang dipalsukan (pasal 
254); 
2) Pemalsuan cap tera (pasal 255); 
3) Membubuhi merek lain dari yang tersebut dalam pasal 254 dan 255 (pasal 
256); 
4) Memalsukan ukuran dan timbangan yang sudah ditera (pasal 258); 
5) Menghilangkan tanda apkir pada benda yang ditera (pasal 259); 
Berbeda secara prinsip antara kejahatan pemalsuan tanda tera (masuk 
dalam Bab pemalsuan merek) dalam KUHP dengan kejahatan alata tera yang 
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dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 1981 ini. Kejahatan pemalsuan tanda alat tera 
(KUHP) pada dasarnya ditujukan pada tanda alat tera dan alat teranya sehingga 
tanda /capnya dan atau ukurannya, takarannya dan timbangannya lain dari yang 
sebenarnya, karena itu masuk dalam bab tentang pemalsuan merek (pasal: 255, 
258, 259). 
Sedangkan kejahatan alat tera dalam UU No. 2 Tahun 1981 pada dasarnya 
adalah, ditujukan pada larangan memanfaatkan benda-benda tera (alat ukur, alat 
takar dan alat timbang) yang tidak dijamin ketepatan atau kebenaran ukurannya, 
takarannya atau timbangannya dan larangan memperdagangkan benda-benda yang 
ukurannya, takarannya maupun timbangannya tidak sesuai dengan kebenaran.
24
 
d. Pemalsuan Materai 
Di bentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan 
hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari sector 
pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti. Oleh 
karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai alat bukti wajib 
dilekatkan materai dengan nilai tertentu, maka untuk kepentingan tersebut negara 
ikut campur dalam hal memungut bea materai. Dengan maksud dapat terjaganya 
kepentingan hukum mengenai keabsahan materai yang digunakan masyarakat 
dalam rangka pemasukan pendapatan negara dari sektor pajak, maka dibentuklah 
tindak pidana materai ini. 
Hak negara dalam hal memungut bea materai semula berdasarkan aturan 
Bea Materai Tahun 1921 (Zegelverordening 1921, Stb 1921 No. 1965 (LN 1965 
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No. 12) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 7 Tahun 1969 
(LN 1969 No. 38). UU No. 7 Tahun 1969 telah dicabut dan diganti dengan UU 
No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
25
. 
Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci 
lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu (1) keterangan diatas sumpah, (2)mata 
uang, (3) uang kertas, (4) meterai, (5) merek, dan (6) surat. 
Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai 
anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu 
berhubungan dengan objek-objek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-
surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. 
Oleh karena itu, atas kebenaran dari objek-objek tersebut harus dijamin. Jika 
tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap 
kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, 
yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau 
menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan 
terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek-objek itu.
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3. Pemalsuan Surat (Pasal 263) 
Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi 
perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu : 
keterangan diatas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai dan merek, 
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serta surat-surat. Karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas 
kebenaran pada objek-objek tadi, maka UU menetapkan bahwa kepercayaan itu 
harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan tadi 
sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana. 
Pemalsuan surat, yaitu keterangan yang berisi perintah melakukan sesuatu, 
perintah membayar, menerbitkan sesuatu atau perintah (kewajiban) pembebasan 
utang dan “surat tersebut menyerupai aslinya dan tidak dipalsukan” dan 
digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tiada hak untuknya dan membuat 
orang yang dikenainya menjadi/mengalami kerugian dan atas menyuruh orang 




Perbuatan pemalsuan surat merupakan tindakan melawan hukum, 
termasuk dalam kategori kejahatan menipu dan mendusta. Sedangkan perbuatan 
menipu bertentangan dengan ajaran agama. Dijelaskan pada QS Al-Baqarah 2 : 9 
yang berbunyi: 
 خعَدَْيُ اَمَو اوخنَمآ َنيِذَّلاَو َهَّللا َنوخعِدَا خيُ َنوخرخعْشَي اَمَو ْم خهَسخف َْنأ َّلَِّإ َنو  
Terjemahnya: 
Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka 
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QS. An nahl 16 : 105 yang berbunyi: 
 ْؤخ ي َلَّ َنيِذَّلا َبِذَكْلا يَِتَْف َي َا َّنَِّإ َنوخبِذاَكْلا خم خه َكَِئلوخأَو ِهَّللا ِتَايَِآب َنوخنِم(501)  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang 
tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.
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Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang 
kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ditujukan 
pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran 
akan isi surat. 
Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII buku II 
KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan 
pemalsuan surat, yakni: 
1) Pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263); 
2) Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264); 
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (pasal 266); 
4) Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, 268); 
5) Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269,270, dan 271); 
6) Pemalsun surat keterangan Pejabat tentang hak milik (pasal 274); 
7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275). 
Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 359 jo 429. pasal 276 
tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat 
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dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan 
Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.
30
 
a. Pemalsuan Surat pada Umumnya (263) 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat 
dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263, yang 
rumusannya adalah sebagai berikut: 
1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian 
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama 6 tahun. 
2. Dipidana dengan pidana dengan pidana yang sama, barangsiapa 
dengan sengajah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-
olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbukan kerugian. 
31
  
Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada 
Ayat 1 dan 2.  
Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur objektif :  
1) Perbuatan : a) membuat palsu; 
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 b) memalsu; 
2)      Objeknya  : surat ; 
a) yang dapat menimbulkan suatu hak; 
b) yang menimbulkan suatu perikatan; 
c) yang menimbulkan suatu pembebasan utang; 
d) yang diperuntukka sebagai bukti daripada sesuatu 
hal; 
3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. 
b.    Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. 
Sedangkan Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 
a. Unsur–unsur objektif : 
1) Perbuatan : memakai ; 
2) Objeknya : a) surat palsu; 
b) surat yang dipalsukan; 
3)  Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; 
b.    Unsur subjektif: dengan sengaja. 
Surat (gescbrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan 
yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah 
pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan 




Membuat surat palsu (membuat palsu / valschelijk opmaaken sebuah surat) 
adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu 
artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut. 
1. Menbuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau 
bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut 
dengan pemalsuan intelektual (intelectuele valscbbid); 
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain 
selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut 
dengan pemalsuan materil (materiele Valscbbid). Palsunya surat atau tidak 
benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 
Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda 
tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya: 
1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, 
seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang); 
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya 
ataupun tidak. 
Tanda tangan yang dimaksud di sini termasuk tanda tangan dengan 
menggunakan cap/stempel tanda tangan.hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-
2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat 
ialah membubuhkan stempel tanda tangannya. 
Sedangkan perbuatan memalsu (vervalsem) surat adalah perbuatan mengubah 
dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang 
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berakibat sebagian atas seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat 
semula.tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar 
ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak,bila perbuatan 
mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah 
terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.
32
 
Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi 
terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat. 
Misalnya, pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama parikum, 
diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama paniru. 
Dalam hal ini, suatu arrest HR (14-4-1913) menyatakan bahwa  “barangsiapa 
dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas 
perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.  
Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, 
adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan 
dilakukan, belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian 
atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang 
demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 
Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini 
dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang 
asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) 
dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi 
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surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan 
kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang di palsu. 
Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas 
pada 4 macam surat, yakni: 
1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; 
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan; 
3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang; 
4. Surat yang di peruntukkan butki mengenai sesuatu hal. 
Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu 
hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang 
tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat  tertentu yang disebut surat formil 
yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, 
surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya. 
Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena 
perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual 
untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak 
untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. 
Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan utang. Lahirnya 
pembebasan utang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya 
dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah 
uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, utang piutang 
dan lain sebagainya.  
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Mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya 
sesuatu hal”, di dalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni: 
1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti; 
2. Tentang suatu hal.33 
Sesuatu hal yang dimaksud diatas adalah kejadian atau peristiwa tertentu baik 
yang diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya 
kelahiran dan kematian), peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. HR 
dalam suatu arrestnya (22-10-1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan 
sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai 
pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang 
bersangkutan”.   
Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah sifatnya surat itu memiliki 
kekuatan pembuktian (bewijskracht). Siapa yang menentukan bahwa adanya 
kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat? Dalam hal ini bukan 
pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata 
usaha negara. 
Dalam UU, Pasal 1870 KUHP perdata menyatakan bahwa akta otentik bagi 
para pihaknya beserta ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak mereka 
merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. 
Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan 
pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. 
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Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat 
nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. 
Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha 
negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, 
surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya. 
Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal 
adalah dua unsur yang tidak terpisahkan. Sebuah surat yang berisi tentang suatu 
hal atau suatu kejadian tertentu, di mana kejadian itu mempunyai pengaruh bagi 
yang berbersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban 
antara suami dan isteri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat 
yang dibuat untuk membuktikan adanya jkejadian kelahiran disebut dengan surat 
keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan 
adanya suatu kejadian perkawinan diberi nama surat kawin atau akta nikah. Surat-
surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya 
kejadian tertentu itu. 
Dalam surat-surat semacam ini selain di dalamnya menyatakan tentang 
kejadian tertentu atau dapat juga disebut sebagai isi pokok surat, juga memuat 
keadaan-keadaan atau hallain tertentu yang ada disekitar atau berhubungan 
dengan kejadian sebagai isi pokok surat yang harus dibuktikan oleh surat itu. 
Misalnya surat kematian isi pokoknya atau kejadian yang harus dibuktikan oleh 
surat itu adalah adanya kematian dari seorang tertentu. Adakalanya dalam surat itu 
dicantumkan juga sebab kematiannya, misalnya karena penyakit TBC. Keterangan 
tentang sebab kematiannya bukanlah termasuk dalam pengertian unsur hal atau 
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kejadian yang harus dibuktikan oleh akta kematian itu. Demikian juga dalam akta 
kelahiran, walaupun didalamnya disebutkan kelahiran seorang bayi dari suami 
istri bernama tertentu, akta kelahiran itu tidak untuk membuktikan tentang sahnya 
perkawinan antara ibu dan bapak si bayi. 
Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada Ayat 1, yakni dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu 
itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Maksud yang demikian sudah 
harus ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.
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Pada unsur/kalimat “:seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” 
mengandung makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan 
digunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang 
digunakan untuk memperdaya orang. Orang yang dimaksud poin (2) adalah orang 
yang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, orang yang dimaksud ketika surat 
itu digunakan, bis aorang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seseorang 
membuat SIM secara palsu, yang terpedaya adalah polisi, dan bila penggunaannya 
dengan maksud untuk diterima bekerja sebagai sopir, maka yang terperdaya 
adalah manjikan yang akan memperkerjakan orang itu. 
Unsur lain dalam pemalsuan surat dalam Ayat 1, ialah jika pemakaian surat 
palsu atau surat dipalsu dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak 
perlu diinginkan /dimaksudkan petindak. 
Unsur ini mengandung pengertian: (1) pemakai surat belum dilakukan. Hal 
ini tercantum pada kata “jika” dalam kalimat/unsur itu, dan (2) karena 
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penggunaan pemakai surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu 
belum ada. Hal ini tercantum pada kata “dapat”. 
Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, 
tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini tercantum dalam suatu 
arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan “petindak tidak perlu mengetahui terlebih 
dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini. 
Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya 
kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai. Berdasarkan 
akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang 
biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. 
Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian 
surat palsu atau surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku 
bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan 
kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan. 
Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat bernilai 
dengan uang atau kerugian dibidang kekayaan, namun dapat juga berupa kerugian 
lainnya seperti dipersukarnya pengawasan (arrest HR: 14-12-1936), menutup-
nutupi penggelapan yang terjadi (arrest HR:17-2-1936), atau seperti pemakaian 
SIM palsu yang dapat merugikan dalam hal kemungkinan yang lebih besar untuk 
terjadinya kecelakaan. Dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu dan 
atau memalsukan surat tidaklah dipersoalkan tentang m,anfaat apa yang diperoleh 
petindak dari perbuatannya itu. 
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Ayat 2 juga terdapat unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsu yang 
dapat menimbulkan kerugian. Walaupun perihal unsur ini baik pada Ayat 1 
maupun Ayat 2 mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan. 
Perbedaannya adalah pada Ayat 1 kemungkinan timbulnya kerugian itu 
adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu dan pemakaian surat 
itu belum dilakukan. Karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan 
memalsu suratnya saja. 
 Pada Ayat 2, kerugian yang mungkin terjadi akibat pemakaian surat palsu 
atau surat dipalsu itu, dimana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan 
tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nya telah timbul.
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Pada Ayat 1, kehendak ditujukan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan 
memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pada Ayat 2 
perbuatan yang dilarang adalah memakai.  
Unsur perbuatan pada Ayat 2 dirumuskan dalam bentuk abstrak yang dalam 
kejadian nyata memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukkan, 
mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan, dan lain sebagainya. Wujud-
wujud itu sudah harus terjadi untuk dapat dipidana telah melakukan kejahatan.  
Kejahatan membuat surat palsu dan memalsu surat dengan kejahatan 
memakai surat palsu atau surat dipalsu, makan hal yang demikian dapat 
menimbulkan pelanggaran Ayat 1 dan pelanggaran Ayat 2 dapat dilakukan oleh 
orang yang sama. Hal demikian telah terjadi perbarengan perbuatan.  
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Unsur kesalahan pada Ayat 2 yakni dengan sengaja. Dalam hal ini 
kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, 
seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan 
kerugian.  
Artinya ialah, (1) petindak menghendaki melakukan perbuatan memakai, (2) 
ia sadar atau insyaf bahwa suatu yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat 
dipalsu, (3) ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-
olah pemnakaian surat asli dan tidak dipalsu, dan (4) ia sadar atau mengetahui 
bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan 
yang demikian itu harus dibuktikan.  
D. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan36  
Dalam hal mencari sebab-sebab kriminalitas dapat dengan berbagai metode 
yang tidak terlepas dari sejarah perkembangan krimonologi, selanjutnya pula 
perlu diteliti latar belakang biologic dari kriminalitas dengan mempergunakan 
ilmu psikologi, karena biologi criminal mengenai penyelidikan kepribadian 
penjahat dalam interaksinya dengan kejahatan, diamana antara lain faktor 
keturunan diperhatikan. Kriminalitas dapat pula ditinjau dari sudut sosiologi, yaitu 
perkembangan kepribadian criminal tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan 
sosial. 
Secara teoritis, peranan krimonologi, dalam menelah satu kejahatan atau 
perilaku menyimpang adalah untuk : 
a. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia 
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dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi 
kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum. 
b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini 
dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau 
mengurangi dan menanggulangi kejahatan. 
Dengan kata lain, analisis krimonologi berguna untuk menjelaskan sebab- 
sebab yang mendorong terjadinya kejahatan. Menurut para ahli krimonologi, 
terdapat beberapa teori yang membahas peranan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya kejahatan dan perilaku menyimpang, diantaranya:
 37
  
a. Faktor-faktor sosio struktual 
b. Faktor-faktor interaksi 
c. Faktor-faktor pencetus 
d. Faktor-faktor reaksi sosial 
Faktor-faktor Sosio Struktual 
Terdapat beberapa teori yang menekankan peranan penting Faktor-faktor 
sosio struktual dalam membahas kejahatan, dan perilaku menyimpang, antara lain 
teori tentang kejahatan dan kondisi ekonomi (W.A Bonger), teori Anomi (Robert 
Merton), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik dan sebagainya. 
Dari analisis teori-teori tersebut serta kemungkinan perkembangannya untuk 
menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan 
kejahatan, timbul beberapa teori penting yaitu: 
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1. Teori differential opportunity structure 
Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi dan 
Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas”, teori ini dikembangkan oleh 
Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, yang mengetengahkan beberapa 
postulat, antara lain: 
a. Delinkuensi adalah suatu aktifitas dengan tujuan yang pasti, meraih 
kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah 
b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan 
antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara kaum 
muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang 
terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah. 
c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuensi berkembang dalam 
hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk 
mencapai tujuan.  
2. Teori Mengenai krisis ekonomi dan kejahatan 
Menurut teori ini terdapat korelasi antara ketidak mampuan ekonomi suatu 
masyarakat dengan kejahatan yang terjadi criminal maupun kejahatan 
ekonomi, seperti tidak pidana pemalsuan; khususnya tindak pidana 
pemalsuan surat. Berapa kesimpulan teori tersebut, di antaranya: 
a. Pertumbuhan ekonomi berkolerasi secara positif walaupun berbeda-
beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kejahatan. 
b. Melalui pengukuran indicator-indikator ekonomi pada tingkat mikro 
yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya 
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daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian 
besar kejahatan. 
c. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju 
kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan 
waktu. 
3. Teori-teori kriminologi kritis 
Pelopornya adalah William J. Clambliss, yang mengemukakan bahwa 
kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai 
dengan posisi klasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan 
khas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-
struktur politik dan ekonomi masyarakat. Pelaku kejahatan adalah orang-
orang yang bertindak secara rasional untuk bereaksi terhadap kondisi-
kondisi kehidupan golongan sosialnya di dalam masyarakat: 
Adalah fakta bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai 
pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang 
disebabkan dan dipertahankan oleh truktur-struktur sosial ekonomi yang 
bersangkutan. Pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi 
mendesak serta ketidakadilan pembagian pendapatan masyarakat. Kejahatan 
terhadap benda disebabkan karena keserakahan yang dirangsang oleh alat-
alat produksi dan secara reklame kapasitas. 
Faktor-faktor Interaksi 
Di sini menekankan perlunya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma- 




Hasil penelitian para tokoh dari aliran ini seperti Clifford R. Shaw dan 
Herny D. MC. Kay menunjukann pada daerah atau wilayah dalam angka 
kejahatan rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai dan sikap-
sikap konvensional dalam hubugannya dengan pengasahan anak, penyesuaian diri 
terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya.
 
Sedangkan di wilayah dengan 
dengan angka laju kejahatan tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang 
saling bertentangan dan saling mendesak. 
Dapat disimpulkan bahwa kejahatan bisa timbul dan dipelajari memulai 
interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. 
Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik melakukan kejahatan serta motif-
motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang 
mendukung dilakukannya kejahatan. 
Faktor-faktor Reaksi Sosial 
Salah satu teori dalam krimonologi yang juga mencoba menjelaskan 
kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin 
Lemert..  
Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Krimonologi dan 
Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas” Lemert menguraikan tentang 
proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya 
karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi  di sekitar 




Menurut Lemert, reaksi sosial terhadap suatu penyimpangan dapat 
mempengaruhi jiwa pelaku penyimpangan tersebut untuk melakukan tindakan 
penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya. 
Dalam hal ini Lemert memperkenalkan perbedaan utama antara 
penyimpangan primer dengan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer 
menunjukan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar noema akan 
tetapi hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya. Sedangkan penyimpangan 
sekunder menyangkut kasus seseorang mengorganisasikan ciri-ciri psikologisnya 
di sekitar peranan menyimpang. 
Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang 
diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial. Semacam proses feedback sering 
kali terjadi dalam keadaaan pengulangan penyimpangan mengandung reaksi 
sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih lanjut. 
Dalam bukunya “Social Pathology” yang dikutip oleh Mulyana W. 
Kusuma dalam buku yang berjudul “Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu 
Pengantar Ringkas”, Lemert mengemukakan antara lain : 
Urutan interaksi yang mengarah pada penyimpangan sekunder dapat 
dilukiskan sebagai berikut : 
1. Penyimpangan primer 
2. Hukuman-hukuman sosial 
3. Penyimpangan primer lebih jauh, 
4. Penolakan-penolakan dan hukuman-hukuman 
5. Penyimpangan lebih jauh, mungkin dengan rasa bermusuhan dan dendam 
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yang mulai tertuju pada mereka yang menghukum. 
6. Krisis terdapat dalam “tolerance quatient” tercermin dalam tindakan 
formal melalui stigmatisasi atas pelaku Penyimpangan, 
7. Memperkuat kelakuan menyimpang sebagai reaksi atas hukuman dan 
stigmatisasi, dan 
8. Penerimaan akhir status pelaku penyimpangan dan usaha-usaha 
penyesuaian dengan peranan-peranan penyimpangan. 
Keseluruhan teori di atas telah meberikan analisis dari sudut pandang yang 
saling melengkapi mengenai faktor-faktor yang melandasi terjadinya kejahatan 
atau perilaku yang menyimpang. 
Menurut Mohammad Mustofa, berdasarkan analisis situasional, maka 
faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dapat 
digolongkan ke dalam 3 (tiga) faktor utama, yakni: 
Faktor Sosial Ekonomi 
Faktor ini berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesempatan kerja. 
Kedua hal tersebut diduga mempunyai andil besar bagi tumbuhnya kejahatan 
terhadap harta benda. 
Masalah pendidikan, tidak hanya menyangkut pemerataan kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan tetapi juga menyangkut peranan lembaga 
pendidikan formal (sekolah) dalam mentransformasikan nilai dan norma umum 
masyarakat kepala anak didik. 
Peranan ini semakin besar artinya bagi masyarakat perkotaan, dimana 
suami istri banyak aktifitas di luar rumah, sehingga kuantitas pertemuannya 
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dengan anak-anaknya menurun. Padahal sosialisasi nilai dan norma umum 
masyarakat antara lain dipengaruhi oleh intensitas hubungan orang tua dengan 
baik. 
Faktor Sosio Legal 
Berdasarkan filosofi hukum, seseorang tidak dapat berdalil bahwa 
pelanggaran hukum yang dilakukannya karena tidak tahu adanya hukum. Hal ini 
adalah untuk menjaga adanya kepastian hukum. Pelaku pelanggaran hukum tidak 
dapat membela diri hanya dengan alasan tidak tahu ada hukum yang mengatur 
perbuatan tersebut. 
Namun demikian bisa saja terjadi seseorang melakukan pelanggaran 
hukum karena ia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diberikan 
sanksi berupa hukuman. Karena itu hendaklah ada upaya untuk mensosialisasikan 
nilai dan norma hukum kepada masyarakat. Sosialiasasi nilai dan norma hukum 
tersebut dimaksud agar terdapat jaminan bahwa warga masyarakat telah 
dikenalkan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa 
hukum yang berlaku dijadikan bahan pertimbangan untuk bertindak 
Faktor sosio legal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah 
fungsionalisasi penegak hukum. Sosialisasi nilai dan norma hukum secara dini 
tidak akan berarti apabila dalam kenyataan hukum yang berlaku banyak dilanggar 
dan tidak ditegakkan. 
Faktor Sosial Budaya 
Di dalam masyarakat di samping nilai norma yang berlaku secara umum, 
terdapat pula nilai dan norma yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat 
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local, yang kadang-kadang berbeda dan bahkan bertentangandengan nilai dan 
norma umum masyarakat luas. Mengingat bahwa masyarakat kita sangat 
pluralistik, maka pendekatan sosial budaya dalam pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan adalah mutlak dilakukan. 
Selain faktor-faktor di atas, segara praktis suatu kejahatan atau tindak 
pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yakni 
adanya niat dan kesempatan. Suatu tindak pidana pemalsuan dapat terlaksana 
apabila terpenuhi dua unsur tersebut, artinya timbul niat dan ada kesempatan 
untuk melakukan niat tersebut. 
Seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan sesuatu tindak pidana, 
jika tidak mempunyai kesempatan yang memungkinkan untuk itu, maka niat atau 
tindak pidana tidak akan terkasana. 
Demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk 
melakukan suatu perbuatan (tindak pidana) akan tetapi jika ia sama sekali tidak 
mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka tindak pidana akan 
terjadi, sebab jika hanya ada salah satu unsur saja, tidaklah mungkin terjadi tindak 
pidana pemalsuan. 
Suatu upaya penanggulangan atau pencegahan akan lebih berdaya guna 
jika upaya tersebut berpangkal tolak dari asas kausalitas (sebab akibat). Artinya 
tidak hanya menitikberatkan pembahasan kepada aspek akibatnya, tetapi yang 





Oleh karena itu, strategi pencegahan dan pengurangan kejahatan harus 
dikembangkan kearah: 
1. peradilan   pidana dalam menindak dan mencegah kejahatan memperkecil 
faktor-faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan. 
2. Memperkecil kecenderungan orang menjadi korban kejahatan. 
3.  Meningkatkan   kemampuan   pranata sistem peradilan pidana dalam 



















A.   Jenis Penelitian 
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan 
teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta 
sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 
diteliti.  
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak 
yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
B.  Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data informasi yang akan mendukung penelitian ini, 
maka sepatutnya penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian 
di Pengadilan Negeri Sinjai. Adapun penulis memilih tempat ini dikarenakan 
sebagai efisiensi dan kemudahan untuk melakukan penelitian. Disamping itu pada 
lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dapat dibutuhkan dalam penelitian. 








C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini 
berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara guna mendapatkan 
informasi yang lebih jelas.  
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan 
dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta peraturan 
perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek 
yang dikaji penulis. 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan 
catatan, observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian 
ini. Pihak yang terkait yang penulis maksud disini adalah hakim yang 
menjatuhkan putusan. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif yaitu dengan mengolah data. 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dari data primer, dan data 
sekunder, data tersebut akan diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, 
selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang 
51 
 
berkaitan erat dengan penulisan ini. Dari hasil analisis tersebut, akan diperoleh 
kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan. 
C. Instrumen Penelitian 
Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam memperoleh 
data di lokasi penelitian sebagai berikut:  
Wawancara, yaitu dengan menggunakann wawancara dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Tinjauan Kepastian Hukum dalam 
penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP terhadap perkara membuat surat palsu (studi 
kasus putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Snj) menggunakan alat tulis, buku dan hp 
untuk merekamnya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai atau mencari informasi 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sehingga Pelaku Melakukan 
Perbuatan Membuat surat Palsu 
 Menurut Abdul Syani
1
, faktor-faktor yang dapat menimbulkan 
tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu : 
1. Faktor Internal 
a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, 
rendahnya mental, dan anomi. 
b. Sifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, 
seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, 
pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan. 
2. Faktor Eksternal 
a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi 
namun keadaan ekonominya rendah. 
b. Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama. 
c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca. 
d. Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan. 
Terjadinya tindak pemalsuan surat atau membuat surat palsu disebabkan 
berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut teori krisis ekonomi dan 
kejahatan, menurut teori ini terdapat korelasi antara ketidakmampuan 
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ekonomi suatu masyarakat dengan kejahatan yang terjadi criminal maupun 
kejahatan ekonomi, seperti tindak pidana pemalsuan, khususnya tindak 
pidana pemalsuan surat. Beberapa kesimpulan teori tersebut, di antaranya: 
1. Pertumbuhan ekonomi berkolerasi secara positif walaupun berbeda-beda 
dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kejahatan. 
2. Melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro 
yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya 
daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian 
besar kejahatan. 
3. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju 
kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.
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Berdasarkan kasus tindak pidana pemalsuan yang dilakukan terdakwa 
pada putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai, 
berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim yang menangani kasus 
tersebut menyatakan terdakwa setelah selesai melakukan registrasi kartu 
ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak (sapi) sebanyak 70 lembar 
namun terdakwa tidak mengembalikan kekantor Dinas Peternakan 
melainkan terdakwa membawanya pulang kerumahnyanya kemudian 
terdakwa mengisi blangko kartu ternak (sapi) tersebut dengan mengambil 
nama-nama dari data register ternak (sapi) di Kecamatan Sinjai Borong 
yang sudah diregistrasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan 
potongan kartu ternak (sapi) tersebut kekantor Dinas Peternakan Kabupaten 
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Sinjai dan kartu ternak (sapi) tersebut disimpan terdakwa untuk dijual 
kepada pemilik sapi yang tidak memilki kartu ternak, hasil dari tindak 
pidana yang terdakwa lakukan dipergunakan dengan alasan untuk 
kebutuhan pribadinya. 
Melihat dari hasil wawancara peneliti terhadap Hakim yang 
menangani kasus pemalsuan surat dalam putusan perkara 
No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
pemalsuan surat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
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Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan tindak pidana pemalsuan surat. Himpitan ekonomi 
yang pada saat itu membelenggu, memaksa terdakwa memanfaatkan 
pekerjaannya untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara 
memalsukan kartu sapi untuk dijual kepada pemilik sapi yang tidak 
memiliki kartu ternak (sapi) demi mendapatkan keuntungan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadinya. 
B. Penerapan Pasal 263 Ayat 1 dalam Perkara Putusan 
No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai 
Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan 
haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang. Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus 
dan dakwaan penuntut umum dalam putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai: 
1. Posisi Kasus 
Bahwa terdakwa Makmur, S.Pt Bin ASSA, pada hari Kamis tanggal 18 
Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau sekitar waktu itu, setidak-
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tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat dikantor 
Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membuat surat palsu atau memalsu surat 
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
 Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer dikantor 
Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai dan pada saat akan dilakukan registrasi 
ternak (sapi) di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai maka terdakwa 
ditugaskan dari kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai untuk melakukan 
registrasi kartu ternak (sapi) dan setelah selesai melakukan registrasi kartu 
ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak (sapi) sebanyak 70 lembar 
namun terdakwa tidak mengembalikan kekantor Dinas Peternakan 
melainkan terdakwa membawanya pulang kerumahnya kemudian terdakwa 
mengisi blangko kartu ternak (sapi) tersebut dengan mengambil nama-nama 
dari data register ternak (sapi) di Kecamatan Sinjai Borong yang sudah 
diregistrasi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan potongan 
kartu ternak (sapi) tersebut kekantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai dan 
kartu ternak (sapi) tersebut disimpan terdakwa untuk dijual kepada pemilik 
sapi yang tidak memilki kartu ternak. 
  Selanjutnya Risal menelpon terdakwa dengan tujuan membeli 
kartu ternak (sapi) sebanyak 40 lembar dan terdakwa menyanggupi 
permintaan Risal tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kartu ternak 
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yang telah diisi nama palsu oleh terdakwa tersebut dikantor Desa Bonto 
Katute untuk dibuatkan surat pengantar desa selaku bukti bahwa sapi 
tersebut sudah terjual dan ketika terdakwa sudah sampai dikator desa dan 
bertemu dengan kepala desa Bonto Katute lalu terdakwa menyimpan kartu 
ternak tersebut untuk dibuatkan pengantar, namun terdakwa pulang 
kemudian kepala desa bonto katute menelpon terdakwa dan menyampaikan 
kepada terdakwa bahwa kartu ternak yang dibawa oleh terdakwa tersebut 
tidak bisa dibuatkan surat pengantar oleh karena pemilik kartu ternak yang 
asli datang kekantor desa dan mengatakan bahwa tidak pernah menjual sapi, 
hingga terdakwa datang kentor desa dan meminta maaf dan mengakui 
bahwa kartu ternak tersebut memang dibuat oleh terdakwa dengan 
memasukkan nama-nama pemilik sapi di Kecamatan Sinjai Borong  yang 
mana pemilik sapi tersebut sudah memegang kartu ternak yang asli. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut 
umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 
PRIMAIR 
Bahwa terdakwa Makmur, S.Pt Bin ASSA, pada hari Kamis tanggal 
18 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau sekitar waktu itu, setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat dikantor 
Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membuat surat palsu atau memalsu surat 
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
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isinya benar dan tidak palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
- Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer dikantor Dinas 
Peternakan Kabupaten Sinjai dan pada saat akan dilakukan registrasi 
ternak (sapi) di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai maka 
terdakwa ditugaskan dari kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai 
untuk melakukan registrasi kartu ternak (sapi) dan setelah selesai 
melakukan registrasi kartu ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak 
(sapi) sebanyak 70 lembar namun terdakwa tidak mengembalikan 
kekantor Dinas Peternakan melainkan terdakwa membawanya pulang 
kerumahnyanya kemudian terdakwa mengisi blangko kartu ternak (sapi) 
tersebut dengan mengambil nama-nama dari data register ternak (sapi) di 
Kecamatan Sinjai Borong yang sudah diregistrasi oleh terdakwa 
selanjutnya terdakwa menyetorkan potongan kartu ternak (sapi) tersebut 
kekantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai dan kartu ternak (sapi) 
tersebut disimpan terdakwa untuk dijual kepada pemilik sapi yang tidak 
memilki kartu ternak. 
- Selanjutnya Risal menelpon terdakwa dengan tujuan membeli kartu 
ternak (sapi) sebanyak 40 lembar dan terdakwa menyanggupi permintaan 
Risal tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kartu ternak yang telah 
diisi nama palsu oleh terdakwa tersebut dikantor Desa Bonto Katute 
untuk dibuatkan surat pengantar desa selaku bukti bahwa sapi tersebut 
sudah terjual dan ketika terdakwa sudah sampai dikator desa dan bertemu 
dengan kepala desa Bonto Katute lalu terdakwa menyimpan kartu ternak 
tersebut untuk dibuatkan pengantar, namun terdakwa pulang kemudian 
Kepala Desa Bonto Katute menelpon terdakwa dan menyampaikan 
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kepada terdakwa bahwa kartu ternak yang dibawa oleh terdakwa tersebut 
tidak bisa dibuatkan surat pengantar oleh karena pemilik kartu ternak 
yang asli datang kekantor desa dan mengatakan bahwa tidak pernah 
menjual sapi, hingga terdakwa datang kentor desa dan meminta maaf dan 
mengakui bahwa kartu ternak tersebut memang dibuat oleh terdakwa 
dengan memasukkan nama-nama pemilik sapi di Kecamatan Sinjai 
Borong  yang mana pemilik sapi tersebut sudah memegang kartu ternak 
yang asli. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. 
SUBSIDAIR 
Bahwa terdakwa Makmur, S.Pt Bin ASSA, pada hari Kamis tanggal 
18 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau sekitar waktu itu, setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat dikantor 
Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membuat surat palsu atau memalsu surat 
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
- Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer dikantor Dinas 
Peternakan Kabupaten Sinjai dan pada saat akan dilakukan registrasi 
ternak (sapi) di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai maka 
terdakwa ditugaskan dari kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai 
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untuk melakukan registrasi kartu ternak (sapi) dan setelah selesai 
melakukan registrasi kartu ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak 
(sapi) sebanyak 70 lembar namun terdakwa tidak mengembalikan 
kekantor Dinas Peternakan melainkan terdakwa membawanya pulang 
kerumahnyanya kemudian terdakwa mengisi blangko kartu ternak 
(sapi) tersebut dengan mengambil nama-nama dari data register ternak 
(sapi) di Kecamatan Sinjai Borong yang sudah diregistrasi oleh 
terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan potongan kartu ternak 
(sapi) tersebut kekantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai dan kartu 
ternak (sapi) tersebut disimpan terdakwa untuk dijual kepada pemilik 
sapi yang tidak memilki kartu ternak. 
- Selanjutnya Risal menelpon terdakwa dengan tujuan membeli kartu 
ternak (sapi) sebanyak 40 lembar dan terdakwa menyanggupi 
permintaan Risal tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kartu ternak 
yang telah diisi nama palsu oleh terdakwa tersebut dikantor Desa Bonto 
Katute untuk dibuatkan surat pengantar desa selaku bukti bahwa sapi 
tersebut sudah terjual dan ketika terdakwa sudah sampai dikator desa 
dan bertemu dengan kepala desa Bonto Katute lalu terdakwa 
menyimpan kartu ternak tersebut untuk dibuatkan pengantar, namun 
terdakwa pulang kemudian kepala desa bonto katute menelpon 
terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa kartu ternak yang 
dibawa oleh terdakwa tersebut tidak bisa dibuatkan surat pengantar oleh 
karena pemilik kartu ternak yang asli datang kekantor desa dan 
mengatakan bahwa tidak pernah menjual sapi, hingga terdakwa datang 
kentor desa dan meminta maaf dan mengakui bahwa kartu ternak 
tersebut memang dibuat oleh terdakwa dengan memasukkan nama-
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nama pemilik sapi di Kecamatan Sinjai Borong  yang mana pemilik 
sapi tersebut sudah memegang kartu ternak yang asli. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 271 ayat (1) KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa 
Kini tibalah saatnya bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut 
pidana terhadap terdakwa sepadan dengan tindak pidana yang telah 
terdakwa lakukan. Namun demikian kenankanlah kami untuk 
menyampaikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengajuan 
tuntutan pidana ini, yaitu: 
Yang memberatkan   
Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; 
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
Yang meringankan 
Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; 
Terdakwa sopan dipersidangan; 
Terdakwa belum pernah dihukum; 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami jaksa penuntut umum dalam 
perkara ini dengan memeperhatikan ketetntuan Undang-Undang yang 
bersangkutan: 
MENUNTUT: 
Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Makmur, S.Pt Bin Assa bersalah melakukan 
tindak pidana “telah membuat surat palsu” sebagaimana diatur dan 
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diancam, pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam 
dakwaan primair kami. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Makmur, S.Pt Bin Assa dengan 
pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa 
ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 5 lembar uang tunai Rp. 100.000,- 
Dikembalikan kepada terdakwa. 
b. 23 lembar surat kepemilikan sapi; 
c. 1 lembar kwitansi pembayaran obat bernama tedong plus; 
d. 1 lembar kartu sapi an. Sakka; 
e. 1 lembar kartu sapi an. Saka warna hijau; 
f. 1 lembar kartu sapi an. Asire warna putih; 
g. 1 lembar kartu sapi an. Ode; 
h. 1 lembar kartu sapi an. Naasire; 
i. 2 lembar kartu sapi an. Majid  
Dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (lima ribu rupiah). 
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang 
hari ini Rabu Tanggal 30 November 2016. 
4. Amar Putusan 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
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Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
MENGADILI: 
1. Menyatan terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin ASSA bersalah melakukan 
tindak pidana “telah membuat surat palsu” sebagaimana diatur dan 
diancam, pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam 
dakwaan primair kami. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MAKMUR, S.Pt Bin 
ASSA dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama 
terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. 5 lembar uang tunai Rp. 100.000,- 
Dikembalikan kepada terdakwa,- 
b. 23  lembar surat kepemilikan sapi; 
c. 1 lembar kwitansi pembayaran obat bernama tedong plus; 
d. 1 lembar kartu sapi an. Sakka; 
e. 1 lembar kartu sapi an. Saka warna hijau; 
f. 1 lembar kartu sapi an. Asire warna putih; 
g. 1 lembar kartu sapi an. Ode; 
h. 1 lembar kartu sapi an. Naasire; 
i. 2 lembar kartu sapi an. Majid 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
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4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (lima ribu rupiah). 
    Demikian lah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, oleh 
kami,  LUKI  EKO  ANDRIANTO,SH.,MH.  Sebagai hakim ketua, TRI  
DHARMA  PUTRA,S.H  dan  IMA FATIMAH DJUFRI,S.H, masing – 
masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut 
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim aggota tersebut, dibantu oleh  
SUDIRMAN,S.H, Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta di 
hadiri oleh ST. NURDAHLIAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Sinjai dan Terdakwa;  
5. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa melakukan tindak pidana “telah membuat surat palsu” 
sebagaimana diatur dan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur 
tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat atau pasal 263 
ayat (1) KUHP sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat 
c. Menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau membebaskan utang atau 
untuk digunakan membuktikan suatu kenyataan dengan maksud untuk 
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memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
benar dan tidak dipalsu. 
d. Dapat menimbulkan suatu kerugian 
Oleh sebab itu untuk membuktikannya, penulis akan mengkaji 
unsur-unsur tersebut: 
a. Barang Siapa  
Bahwa kata “barang siapa’ ditujukan pada orang atau subyek delik yang 
di dakwa sebagaimana pelaku perbuat, yang apabila orang itu terbukti 
memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang 
diatur Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku 
dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa telah mengakui dan 
menyebutkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat 
Dakwaan, yakni bernama Makmur, S.Pt bin Assa, sehingga kata “barang 
siapa” disini sudah jelas ditujukan kepada terdakwa tersebut. 
b. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat 
Berpedoman doktrin dan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim 
berpendapat bahwa yang disebut surat palsu adalah surat yang sengaja 
dibuat oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan atau 
kartu sapi diisi dengan nama palsu. Dan dalam persidangan telah 
terungkap fakta bahwa terdakwa yang membuat surat palsu dengan cara 
terdakwa awalnya ditugaskan Dinas Peternakan untuk melakukan 
registrasi kartu sapi dan terdakwa membawa kartu sapi dari Dinas 
Peternakan yang sudah ditanda tangani namun nama-nama belum disi 
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dan selesai melakukan registrasi kartu sapi milik warga di Desa Bonto 
Katute maka ada kelebihan kartu sapi sebanyak 70 lembar namun 
terdakwa tidak mengembalikannya kekantor Dinas Peternakan melainkan 
terdakwa menjual kartu sapi tersebut kepada pedagang sapi yang tidak 
memiliki kartu sapi dan terdakwa mengisi kartu sapi tersebut dengan 
nama palsu. Terdakwa mengisi nama dalam kartu sapi tersebut dengan 
nama warga Desa Bonto Katute tanpa seizin Dinas Peternakan dan warga 
yang telah dipalsukan namanya oleh terdakwa. 
c. Menimbulkan Suatu Hak 
Dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa dengan kartu sapi di 
isi nama palsu atau terdakwa mengisi kartu sapi tersebut dengan nama 
warga Desa Bonto Katute yang sudah diregistrasi kartunya, sehingga 
menimbulkan suatu hak yaitu seakan-akan kartu sapi tersebut tidak diisi 
dengan nama palsu dan akan menjual kartu sapi tersebut kepada 
pedagang sapi yang tidak memiliki kartu sapi. 
d. Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian  
Bahwa unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” tidak berarti harus 
ada kerugian secara nyata. Adanya peluang akan timbul kerugian 
dikemudian hari dapat dikategorikan dalam unsur “dapat menimbulkan 
suatu kerugian”. Perbuatan terdakwa yang mengisi kartu sapi tersebut 
dengan nama warga Desa Bonto Katute yang sudah diregistrasi kartunya 
tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas Peternakan dan warga yang telah 
dipalsukan namanya oleh terdakwa merasa dirugikan karna warga yang 
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telah dipalsukan namanya tersebut tidak pernah menjual sapinya dan 
perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat melihat dan 
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi 
dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti sah yang 
terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi 











1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pada perkara 
No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan 
terdakwa, dan hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus 
tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi. 
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada 
perkara No.91/Pid.B/2016/PN.Sinjai, yang dilakukan berdasarkan fakta-
fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan 
terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa 
Penuntut Umum sudah sangat tepat yaitu menjerat terdakwa dengan pasal 
263 ayat (1) KUHP. Sebab semua unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) 
KUHP sudah terpenuhi dan saling berkaitan. 
B. Saran 
1. Perlunya kesadaran dari masyarakat mengenai pemalsuan surat dan 
pengawasan yang lebih lagi bagi lembaga Dinas Peternakan demi 
mencegah adanya pemalsuan kartu ternak (sapi).  
2. Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum kedepannya tetap 
menjalankan tugasnya dengan baik dan benar juga dalam menyusun 
dakwaan dan membuat putusan agar lebih cermat, jelas, dan lengkap lagi 
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HASIL WAWANCARA  HAKIM 
1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara pidana ? 
Jawab:   Hakim dalam menjatuhkan perkara pidana berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, barang bukti atau bukti surat. Hakim 
memutuskan minimal dua alat bukti yaitu dari keterangan saksi 
atau keterangan terdakwa. Jadi bila hanya satu alat bukti tidak 
bisa karna hanya berdiri sendiri misalnya hanya keterangan saksi 
saja tidak cukup harus didukung dengan bukti lain. 
2. Pada realitanya, apa saja yang menjadi faktor terdakwa perkara No. 
91/Pid.B/2016/PN.Snj dalam melakukan tindak pidana  pemalsuan surat ? 
Jawab:  Khusus perkara ini, terdakwa setelah selesai melakukan registrasi 
kartu ternak (sapi) terdapat kelebihan kartu ternak (sapi) sebanyak 
70 lembar namun terdakwa tidak mengembalikan kekantor Dinas 
Peternakan melainkan terdakwa membawanya pulang 
kerumahnyanya kemudian terdakwa mengisi blangko kartu ternak 
(sapi) tersebut dengan mengambil nama-nama dari data register 
ternak (sapi) di Kecamatan Sinjai Borong yang sudah diregistrasi 
oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan potongan kartu 
ternak (sapi) tersebut kekantor Dinas Peternakan Kabupaten 
Sinjai dan kartu ternak (sapi) tersebut disimpan terdakwa untuk 
dijual kepada pemilik sapi yang tidak memilki kartu ternak, hasil 
dari tindak pidana yang terdakwa lakukan dipergunakan dengan 
alasan untuk kebutuhan pribadinya. 
3. Mengapa  dalam pasal 263 Ayat 1 KUHP, tindak pemalsuan dikenai 
kurungan selama 6 tahun, akan tetapi pada putusan perkara No. 
91/Pid.B/2016/PN.Snj hanya mendapatkan 4 bulan penjara? 
Jawab: Didalam putusan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebelum memutus suatu perkara. Disini ada keadaan yang 
meberatkan itu terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan 
orang lain dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum 
pernah dihukum, pada saat dipersidangan sopan, terdakwa 
mengakui perbuatannya dan menyesal. Terdakwa pada saat sadar 
dan mengetahui telah melakukan perbuatan salah, alasan 
terdakwa pada saat itu melakukan hal tersebut untuk memenuhi 
hal pribadinya karna dalam keadaan susah  
4. Faktor apa yang sering menyebabkan seseorang melakukan pemalsuan 
surat atau memalsukan surat?                                                                                            
Jawab:  Pada umumnya seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan 
disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu salah satunya untuk 
memenuhi kebutuhan pribadinya. 
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